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KATA PENGANTAR 
 

 

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat di-

perbarui, mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga pem-

anfaatan harus berkelanjutan. Pemanfaatan hutan secara berke-

lanjutan, memberi keseimbangan antara ekologi secara ling-

kungan yang tidak terpisahkan dengan terbentuknya ekosistem. 

Keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung. Manfaat 

hutan itu berlangsung terus menerus, sepanjang masa, dengan 

menempatkan keberadaan alam berupa hutan ini, sesuai dengan 

kaidah- kaidah konservasi dan keberlanjutan. 

Degradasi atas kerusakan hutan makin mengkhawatirkan, 

khusus pada wilayah Kalimantan Timur, baik diakibatkan alam 

atau manusia. Untuk itu pengelolaan hutan berkelanjutan yang 

berbasis pemulihan lingkungan hidup penting segera dilakukan. 

Di  sisi  lain  kejahatan  di  bidang kehutanan  terus  berkem-

bang,  dengan  cara  yang semakin canggih berbasis teknologi su-

lit untuk dikendalikan, sebagai contoh korupsi di bidang kehu-

tanan terkait izin, illegal logging, pencucian uang, dan tindak pidana 

korporasi di bidang kehutanan. 

Berbagai bentuk kejahatan di bidang kehutanan dilakukan 

baik orang perorangan maupun korporasi. Aparat penegak 

hukum sebagai garda terdepan, masih belum maksimal 

menghadapi pelaku kejahatan di bidang kehutanan. Untuk itu 

dalam rangka memberi pemahamaan dan pengertian dasar terkait 

hutan kehutanan penting diajarkan kepada Mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Mulawarman. 

Kemudian dalam rangka pengembangan kurikulum yang 

berbasis hutan tropic basah  yang  menjadi  ciri  Universitas  Mu-

lawarman,  Fakultas  hukum mengimplementasi dengan peru-
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bahan kurikulum baru, yang ditandai dengan dibukanya mata 

kuliah hukum kehutanan untuk mahasiswa Fakultas Hukum. 

Buku ajar hukum kehutanan, ini sebagai pengetahuan dasar 

yang berbasis hukum   untuk   mahasiswa   Fakultas   Hukum   

untuk   mengerti,   memahami   dan mengetahui pengaturan hu-

tan dan kehutanan, hubungan hukum masyarakat, pengusaha, 

pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat di bidang kehu-

tanan. Hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah di bidang 

kehutanan, instrumen penegakan hukum baik yang bersifat 

hukum administrasi, hukum keperdataan dan hukum pidana di 

bidang kehutanan. 

Pengaturan kehutanan, sudah ada sebelum Indonesia 

merdeka, yang terus diperbaiki  seiring dengan  perkembangan  

permasalahan  di  bidang kehutanan,  dari illegal logging, alih fungsi 

lahan diluar areal di bidang kehutanan, sertifikasi hasil hutan, 

korupsi di bidang kehutanan, pencucian uang hasil kehutanan, 

korporasi, dan sistem informasi terkait akses masyarakat terhadap 

informasi di bidang kehutanan. 

Pada tataran penegakan hukum juga dilakukan untuk mem-

beri efek jera bagi pelaku bidang kehutanan, baik pero-

rangan/kelompok dan korporasi, baik sanksi administrasi, 

perdata, dan pidana. Semua itu dilakukan dalam rangka pene-

gakan hukum kehutanan yang memberi rasa keadilan, kepastian, 

dan kemanfaatan, sehingga pada akhirnya masyarakat dan se-

luruh warga Negara, yang berada di kawasan hutan dapat  

menikmati  keadilan  dan  kemakmuran  yang  diamanatkan  

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. 

Buku Ajar Hukum Kehutanan, hadir untuk memberi 

manfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya. Saya menyadari tiada hasil karya 

yang sempurna, yang sempurna milik Allah SWT. Untuk sega-
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la kritik dan saran untuk kesempurnaan buku diharapkan. Benih 

ini saya tabur, semoga tumbuh subur dan memberi nilai maafaat. 

 

Samarinda, 10 Mei 2018 
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BAB I 
 

HUTAN DAN HUKUM KEHUTANAN 
 

 

 

Deskripsi 

Pada Bab I ini, mahasiswa dapat menjelaskan tentang tentang 

Hutan dan Kehutanan, Hukum  Kehutanan  secara  teori  dan  

konsep,  Asas,  Tujuan  dan  Sifat  Hukum Kehutanan, Sumber 

Hukum Kehutanan, dan Sejarah Hukum Kehutanan. 

 

Tujuan Instruksional 

Mahasiswa pada akhir pembelajaran mampu memahami dan 

menjelaskan tentang pengertian Hutan dan Kehutanan, 

Pengertian Hukum Kehutanan, Asas, Tujuan dan Sifat Hukum 

Kehutanan, Sumber Hukum Kehutanan, dan Sejarah Hukum 

Kehutanan. 

 

1.1. Latar Belakang Hutan dan Kehutanan 

ebagai  Negara  agraris,  Indonesia  kaya  sumber  daya  alam,  

salah  satunya adalah sektor kehutanan. Hutan merupakan 

karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan pa-

da bangsa ini untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk ke-

makmuran Negara. Hutan yang lebat, hijau, rimbun, dan berane-

karagama hayati, wajib kita syukuri, dan kelola dengan baik sesuai 

dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 

Manfaat hutan secara berkelanjutan, memberi keseim-

bangan antara ekologi secara lingkungan yang tidak terpisahkan 

dengan terbentuknya ekosistem. Keseimbangan antara daya 

dukung dan daya tampung, keberadaan sumber daya alam hutan, 

S 
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penting dilestarikan, sehingga berguna bagi ekonomi 

masyarakat sekitarnya. Manfaat hutan itu berlangsung terus 

menerus, sepanjang masa, dengan menempatkan keberadaan  

alam  berupa  hutan  ini,  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  kon-

servasi  dan keberlanjutan. 

Pada saat ini, kejahatan di bidang kehutanan terus berkem-

bang, yang mengakibatkan kerusakan hutan. Berbagai bentuk ke-

jahatan di bidang kehutanan dilakukan baik orang perorangan 

maupun korporasi. Di sisi lain aparat penegak hukum tidak 

berdaya menghadapi pelaku kejahatan di bidang kehutanan. Un-

tuk itu pemahamaan terhadap hukum kehutanan sangat penting 

bagi mahasiswa, khususnya fakultas hukum. 

Pengaturan kehutanan, sudah ada sebelum Indonesia 

merdeka, yang terus diperbaiki  seiring  dengan  perkembangan  

permasalahan  di  bidang  kehutanan,  dari illegal logging, alih fungsi 

lahan diluar areal di bidang kehutanan, sertifikasi hasil hutan, 

korupsi di bidang kehutanan, pencucian uang hasil kehutanan, 

korporasi, dan sistem informasi terkait akses masyarakat terhadap 

informasi di bidang kehutanan. 

Pada tataran penegakan hukum juga dilakukan untuk mem-

beri efek jera bagi pelaku bidang kehutanan, baik per- 

orangan/kelompok dan korporasi, baik sanksi administrasi,  

perdata,  dan  pidana.  Semua  itu  dilakukan  dalam  rangka  

penegakan hukum kehutanan yang memberi rasa keadilan, kepas-

tian, dan kemanfaatan, sehingga pada akhirnya masyarakat dan 

seluruh warga Negara, yang berada di kawasan hutan dapat 

menikmati keadilan dan kemakmuran yang diamanatkan Undang-

Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Hutan itu sumber hidup 

dan kehidupan masyarakat, untuk itu harus dijaga, dilestarikan 

dan memberi nilai ekonomis. 
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